
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

TAHUN 2016 NOMOR 7 
  

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  

NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN BANJARNEGARA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANJARNEGARA, 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk mempermudah 
pelaksanaan administrasi    Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banjarnegara agar tetap 
berdaya guna dan berhasil guna, perlu 
mengubah Peraturan Bupati 
Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Banjarnegara; 
 



  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Kabupaten Banjarnegara; 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah; 

  2.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang  Perimbangan Keuangan    
Antara   Pemerintah    Pusat  dan  
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran 
Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4438); 

  3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang  Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 5234); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 5679); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1950 tentang Penetapan Mulai 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan  
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 4578); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Hibah Daerah  Lembaran 
Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
5272); 
 
 
 
 
 
 



  8.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 
5); 

  9.  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
199); 

  10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 (Berita Negara RI Tahun 2011 
Nomor 310); 

  11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2011 tentang  Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 



Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desar (Berita 
Negara RI Tahun 2011 Nomor 450); 

  12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI 
Tahun 2015 Nomor 2036); 

  13.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 
Nomor 7 seri A, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
99); 

  14.  Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 
725 Tahun 2009 tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara; 

  15.  Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 
726 Tahun 2009 tentang Tata Cara 
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara 
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Banjarnegara; 
 
 
 
 
 



  16.  Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 
Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban 
dan Pelaporan Serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 55 Seri 
E) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 
Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban 
dan Pelaporan Serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 13 Seri 
E); 

  
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BANJARNEGARA. 

 
 
 
 



Pasal I 
 

Beberapa Ketentuan BAB III Lampiran dalam Peraturan Bupati 
Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 13) diubah sebagai 
berikut : 
 
1. Ketentuan huruf c nomor 4 diubah, sehingga huruf c nomor 4 

menjadi berbunyi sebagai berikut : 
 
4. Batas pengeluaran belanja yang dapat diajukan melalui 

mekanisme GU paling lama 2 (dua) bulan kebelakang 
terhitung mulai bulan pengajuan SPP dan SPM GU, 
sedangkan mekanisme LS pekerjaan/pengadaan barang 
dan/atau jasa paling lama 3 (tiga) bulan kebelakang 
setelah pekerjaan/pengadaan barang dan/atau jasa 
dinyatakan selesai. 

 
2. Ketentuan huruf C nomor 18 diubah, sehingga huruf c nomor 

4 menjadi berbunyi sebagai berikut : 
 

18. Dokumen permohonan penerbitan SP2D GU, TU NIHIL 
dan GU NIHIL yang diajukan ke DPPKAD cq Bidang 
Anggaran dan Perbendaharaan adalah SPP, SPM, Buku 
Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Buku Panjar, Surat 
Pengesahan SPJ dan SPTJM yang ditandatangani oleh 
Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja selaku PA/KPA dan Surat 
Pernyataan Verifikasi SPP/SPM UP/GU/TU/LS/Nihil yang 
ditandatangani oleh verifikator dan/atau PPK SKPD. 
Dokumen-dokumen tersebut diatas diajukan sebanyak 2 
(dua) rangkap tanpa melampirkan bukti-bukti transaksi 
belanja. Setelah dilakukan verifikasi, dinyatakan lengkap 
dan terbit SP2D selanjutnya dokumen permohonan 



penerbitan SP2D GU, TU NIHIL dan GU NIHIL rangkap 
yang kesatu dikembalikan kepada SKPD/Unit Kerja yang 
bersangkutan dan rangkap yang kedua disimpan DPPKAD 
sebagai pendukung SP2D. Bukti-bukti transaksi sebagai 
lampiran SPP, SPM dan Surat Pengesahan SPJ disimpan 
sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing 
SKPD/Unit Kerja untuk kelengkapan administrasi dan 
keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.   

 
3. Ketentuan huruf E romawi II nomor 22 poin 22.5 diubah, 

sehingga huruf E romawi II nomor 22 poin 22.5  menjadi 
berbunyi sebagai berikut : 

 
22.5. Pengenaan dan perhitungan pajak diatur berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 
 
4. Ketentuan huruf E romawi II nomor 22 poin 22.8.8 diubah, 

sehingga huruf E romawi II nomor 22 poin 22.8.8  menjadi 
berbunyi sebagai berikut : 

 
22.8.8. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk pengadaan 

barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- 
sampai dengan Rp.50.000.000,- ditunjuk 1 (satu) 
orang pejabat yang memenuhi persyaratan. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
 
 
 
 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Banjarnegara. 
 
 
 

Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal 22-2-2016 
BUPATI BANJARNEGARA, 

Cap ttd, 
SUTEDJO SLAMET UTOMO 

 
Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal 22-2-2016 
     SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANJARNEGARA, 

      Cap ttd, 
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 
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Mengetahui sesuai aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

Cap ttd, 
 
 

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si 
Pembina 

NIP. 19721030 199703 1 003 
 




